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BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR (26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

Menimbang

Mengingat

a.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang
persandian dan bidang statistik di Kabupaten Siak maka perlu
dilakukan penataan kelembagaan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Siak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Siak;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402},

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1308);

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja
Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314,

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun
2016 Nomor 84) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3,
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 dihapus dan ditambahkan
3 (tiga) angka yakni angka 3, angka 4 dan angka 5 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan; dan
3. Subbagian Keuangan.
¢. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik; dan
3. Seksi Pengelolaan Kehumasan.
d. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian terdiri dari :
1. dihapus;
2. dihapus;
3. Seksi Pengelolaan e-Government,
4. Pengembangan Aplikasi; dan
5. Seksi Pengelolaan Infrastruktur, Teknologi Informatika dan Persandian.
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4] Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6) Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf k hingga huruf n dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media {media massa dan
sosial);
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menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
melaksanakan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten;

menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral
lingkup nasional dan pemerintah daerah;

melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung
komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif
pemerintah daerah;

mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal,

menyelenggarakan pembuatan konten lokal;

mengelola saluran komunikasi milik Pemda/media internal;

melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah
dan non pemerintah daerah di Kabupaten;

dihapus;

dihapus;

. dihapus;

dihapus; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Kepala Seksi Pengelolaan Kehumasan mempunyai tugas :

a.
b.
C.

d.

—h

-

merencanakan dan menyusun anggaran Kehumasan

membuat standar operasional dan prosedur Kehumasan

menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media
relations);

menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press
release, backgrounders} di Kabupaten;

menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi
media dan lembaga komunikasi publik;

mengembangkan sumber daya komunikasi publik dan kehumasan di Kabupaten
Siak; dan

menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya
melalui forum koordinasi kehumasan.

melaksanakan hubungan kemitraan dengan pemerintahan dan swasta.
memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa.
menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa.

melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup
Pemerintah Kabupaten Siak.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11 dihapus.

Pasal 12 dihapus.



6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 12A, Pasal
12B dan Pasal 12C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Kepala Seksi Pengelolaan e-Government mempunyai tugas :

a.
b.

a o

melaksanakan audit TIK;

menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering
pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart
City);

menyelenggarakan layanan Sistem Informasi Smart City;

menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi
penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan
kegiatan pemerintahan;

menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan
domain, Portal dan website;

menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu
implementasi e-Government Kabupaten,;

menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat
Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non
pemerintah;

menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
implementasi e-Government dan Smart City; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12B

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas :

a.
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menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan
pelayanan publik yvang terintegrasi;

menyelenggarakan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
menyelenggarakan recovery data dan informasi;

menyelenggarakan pegelolaan data elektronik pemerintahan dan non
pemerintahan;

menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
menyelenggarakan layanan interoperabilitas;

menyelenggarakan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
menyelenggarakan layanan pusat Application Programming Interface (API) daerah;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12C

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Persandian
mempunyai tugas :

a.

b.

menyelanggarakan dan mengembangkan Data Center dan Disaster Recovery
Center,

melakukan pengembangan dan inovasi infrastruktur dan teknologi informatika
terkait implementasi e-Government,
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menyelenggarakan Government Cloud Computing;

mengelola akses internet pemerintah dan publik;

menyelenggarakan layanan filtering konten negatif;

menyelenggarakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;

menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi
yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya
manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat
keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;

menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat daerah dilingkungan Kabupaten serta menyusun peraturan teknis
operasional pengamanan komunikasi sandi;

menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian,
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan
komunikasi sandi;

melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan
pengamanan informasi milik pemerintah daerah serta pengelolaan proses
pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran
informasi berklasifikasi;

melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam
pengelolaan infrastruktur, teknologi informatika dan persandian;

melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat Ilunak
persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandji;
menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras persandian dalam
rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan
komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi
sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar
kabupaten /kota di lingkungan provinsi;

melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi
penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan
persandian lainnya;

melakukan pengamanan informasi elektronik serta pengelolaan Security
Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional
persandian dan keamanan informasi;

melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian,
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan
komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang belaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu} pasal yakni Pasal 20A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

itetapkan di Siak Sri Indrapura
da tanggal 30 Desember 2020

#B PATISIAK,

FEDRI £

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020

() SEKRET DAERAH KABUPATEN smx,%

Drs. AN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 125
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